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KUTIPAN dari buku daftar surat-gurat
putusan Menteri Dalam Negeri,

Djakarta, 7 Mei 1952,
MENTERTI DALAM NEGERTI,

Membatja keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 Noe3/1950 =~ UP
40/6/l setelah diubah dan ditambah dengan keputusen kemi tanggal 24
Djuli 1951 NosUP433/5/7 d~n tanggal 4 Marct 1952 No.UP.33/2/30;

Menimbang, bahwa pebgangketon para pegawai administrasi jang di-
gadji menurut golongan/%uang V/b, menurut kenjataan perlu digeleng-
garakan setjara sentral, schingge berhubung dengan itu dalam penjc=-
rahan hak pengangkaton, pemberhentian, dsbs pegawai Negori, sebagel
jang dimaksudkon dolam keputusan kami tersebut diatas, perlu diadoken
perubahan

Berkehendak akan menetapkan perubahan dimaksud;
MEMUTUSKAN:

"Peraturan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb, pogawai Negeri
dalan lingkungon Kermenterian Dalanm Negeri' sebogainana diatur dengan
keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 Noe3/1950 - UP.40/6/L, setelzh
diubah dan ditambah, ditetapkan berbunji scbagai berikut;

Pagal 1,

Menteri Dalen Negeri mengengkat, memberhentikan, dsba:
aes scrun pegawal Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kementerian
Dalon Negeri jang digadji menurut golongan/ruang VI/e kebawah;
b. scnua pegawal Negeri dalam lingkunsan Kementerian Dalan Negeri
. Jang tidak toermosuk dalanm sub a diatas, jang digedji menurut
il golongan/fuang V/h sanpal dengan VI/e terketjuali para Asisten-
Wedana kelas I,

Pagal 2,

(1) Gubernur Kepala Dncrah mengongkat, memberhentikan, dsb,s
asserua pegawail Nogeri jang bekerdjo pada kantornja jang digadji
nenurut golongan/fuang 1V/c kebawahs
bagerua pegawal Pamong Pradje didalam wilajahnja jang digadji
menurut golongan III, IV dan golongan/ruang V/bs
cesorue pogaval Negori jang bekerdja pada kentor2 Pemerintohaon
Dacrah dalem wilajahnja jans digedji menurut golongan III dan IV,

(2)s Hak kekussaan nengengkat, memberhentikan, dsbe pegowai Negeri
Jang bekerdja pada bekas kantor Keresidenan atau Knntor Residen
Koordinator, jang digadji menurut golongan III kebawah, dan
para pegawal Pomong Pradja pada Kantor?2 Pemerintahan Dacreh jons
digadji menurut golongan III, sementora oleh Gubernur depat di-
serahkan kepads Residen/Rosiden—Koordinator, jeng mendjalankan

+ hok kekuasaaon dimnksud atas nana Gubernur, dengan menentukon

| batas2 dacrah masing? sesunl dengan batas2 daerah administrasi

keresidonan dahulu,

I
(3)s Penjorahan hak kekuasaan jong dimeksudkan dalam ajat (2) ber-
sifat sementara dan berlaku selema likwidasi pemerintahan da-
erah keresidcnan belum sclesais

(4)« Dalen keadaan jang nermaksa don harus nendapat penjclesailan
dengan gegera, meka dengan menunggu pengesjahan Menteri Dalen
Negeri, Gubernur dapat mengangkat dan/ateu nemindahken pegawai
Pamong Pradja dalam djabatan aktip jang bekerdja didalam wila=-
jehnja, jang digedji menurut golongan/}uang V/c (Wedanz),

Pagal 3.
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PERTAMA :

MENTERI DALAM NEGERTI,

Membatja keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 Noe3/1950 - UP
40/6/L setelah diubah dan ditambah dengan keputusen kemi tanggal 24
Djuli 1951 NouUP433/5/7 d-n tanggal 4 Marct 1952 No.UP.33/2/30;

Menimbang, bahwa pengengkatan para pegawai administrasi jang di-
gedji menurut golongan/ruang V s menurut kenjataan perlu diseleng-
garakan setjara sentral, sehingga berhubung dengan itu dalam penjce
rahan hak pengangkatan, pemberhentian, dsb, pegawai Negeri, sebagai
jang dimaksudkan dnlam keputusan kami tersebut diatas, perlu diadakan
perubahang

Berkehendak akan menetapkan perubahan dimaksudj
MEMUTUSKAN ¢

"Peraturan hak pengangketan, pemberhentian, dsb. pegawal Negeri
dalan lingkungan Kerienterian Dalom Negeri" sebagaimana diatur dengen
keputusan kami tanggal 30 Oktober 1950 Noe3/1950 ~ UP.40/6/4, sctelch
diubah dan ditambah, ditetapkan borbunji scbagai berikuts

Pagal 1,

Menteri Dalan Negeri mengangkat, nemberhentikan, dsba:
a. sonua pegawai Negeri jang bekerdja pada Kantor Pusat Kenmenterian
Dalon Negeri jang digadji menurut golongan/ruang VI/e kebawahj
b. scrnuo pegawal Negeri dealam lingkungan Kementerian Dalanm Negeri
~ Jang tidak tornosuk dalan sub a diatas, jang digadji menurut
\| golongan/ruang V/o sampai dengan VI/e terketjuali para Asisten-
Wedana kelas I,

Pasal 2,

(1). Gubernur Kepala Dacrah metgangket, memberhentikan, dsb,:
assemua pegawal Negeri jang bekerdja pada kantornja jang digadji
menurut golongan/ruang IV/c kebawah;
besermua pcgawai Pamong Pradje didalem wilajahnja jang digadji
menurut golongan ITI, IV dan golongan/ruang V/b;
ceserue pegawal Negeri jang bekerdja pada kantor2 Pemerintohan
Dacrah dalem wilajehnja jang digedji menurut golongan III den IV,

(2). Hak kekuassaan nengengkat, memberhentikan, dsbe pegowal Negeri
jang bokerdja pada bekas kantor Keresidenan ntou Kantor Residen
Koordinator, jong digadjil menurut golongan III kebawah, dan
para pegawai Pemong Pradja pada Kantor?2 Pemorintehan Dacreh jonz
digadji menurut golongen III, scmentora oleh Gubernur dopat di-
gerahkan kepad~ Residen/Residen-Koordinator, jang mendjalankan

| hak kekuasaon dimaksud atas nama Gubernur, dengan menentuken
| batas? dacrah masing? sesuail dengan batas2 daerah adninistrosi
| keresidenan dahulu,

|
(3)s Penjerahan hak kekussaan jang dimaksudkan dalam ajat (2) ber-
sifat sementara dan berlaku seloma likwidasi pemerintahan do=
erah keregidenan beclum sclesais

(4)« Dalen keadaan jong momaksa dan harus mendapat penjclesaian
dengan gegera, moka dengon nenunggu pengesjahan Menteri Dalan
Negcri, Gubernur dapat mengangkat dan/atau nemindahken pegawai
Pamong Pradja delam djabaten aktip jang bekerdja didelam wila-
jehnja, jang digedji menurut golongan/ruang V/c (Wedanz),

Pagal 3.
(1)s» Bupati = Kepala Dacrah mengangknt, namberhentikan, dsbe:

assemun pegawal Negorl jang bekerdje pada kantornja jong digndji
menurut golongan IT kebawah;

besomun pegawai Negori dan pegawai Pamong Pradja jang bekerdja
padn kantor?2 pemerintahan didalan wilajahnja jang digadji no-
nurut golongen II kebawnh, ketjuali jang tersebut dalan ajat

(2) pasal inij
(2) Walikotn
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(2). Walikota (terketjunli Walikota Djakarta Raya) mengangket, mombors
hentikan,dsb., semua pegawai Negeri dan pegawai Pamong Pradja jong
bekerdja pada kantornje dan kantor2 pemcrintahan didalan lingkungan
daerah kekuasaannja jang digadji menurut golongan II kebawah,

Posal Ae
Penjerahan hak peniangkatan, pemberhentian, dsb, sebagai jang di=
naksudkan dalam pasal2 2 dan 3 tersebut diatas tidek berlaku untuk peme
berhentian dari djabatan Negeri,

- Posal 54
Pemindahan pegawal Negeri dori:
aes Kantor Pusat Kementorian kekantor Pemerintahan Dacrah,
b« Kantor Pemerintahan Doerah jang satu keckantor Pemerintohen Dacrah jang
1ain, .
ce Daerah jang satu kedacrch jang lain,
dilakukon oleh dan menurut hak kekunsaan Pembesar Kantor tempat pegawai
jang bersangkuten akan dipindnhken, dengan djalon mengangkatnja setelah
mendapat persctudjuan dari Pembegar Kantor asal; surat putusen pember-
hentian dari Pembesar Kantor sceruls, dimana pegawai dinakgud dipekers
djakan, tidak diperlukane

Keputusan ini dianggap mulal berlaku pada tanggal 1 MEI 19524

SALINAN gurat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Kabinct Presiden, -

2+ Kencnterian Urusan Pegawai di Djakarta,

3¢ Kementerian Keuangan di Djakarta,

4e Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

5¢ Serua Kantor Puset Perbendaharaan,

64 Serwz Kanbor Djawatan Perdjalancn Negeri,

7« Semue Gubernur, Kepala Dacrah Propinsi,

8e Semun Residen bckas Kepala Daerah/R951den hoordlnator,
9« Scmua Bupati Kepala Daerah,
104 Sermua Walikota (Ketjuﬂll Walikota Djukarta)-

Sesual deneon aslinjas
/Sekreta Djenderal,
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